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PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG: Sejumlah warga menyeberangi

sungai saat peresmian pembangunan Jembatan Gantung Merah Putih di

Desa Kaliwungu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (12/7/2024).

Pembangunan Jembatan Merah Putih di dua desa Kabupaten Tegal oleh TNI

tersebut untuk memperlancar mobilitas, memangkas jarak tempuh, serta

mengurangi risiko kecelakaan warga ketika menyeberangi sungai. 

TAK MAU DISANGKUTKAN DENGAN BCL

Selasa, Tiko Bakal Diperiksa Lagi
Peserta Capim KPK Sudah 106 Orang

KPU JANJIKAN TAK BIKIN GADUH

’Sirekap’ Diperbaiki untuk Pilkada 2024
MENTERI ESDM TEGASKAN

17 Agustus Belum Ada Pembatasan BBM Subsidi

JAKARTA(KR) - Pihak Kepolisian menjadwalkan pe-

meriksaan lanjutan suami Bunga Citra Lestari (BCL)

Tiko Pradipta Aryawardhana pada Selasa (16/7) depan.

Tiko diperiksa lanjutan terkait kasus penggelapan uang

senilai Rp 6,9 miliar.

”Mengingat saudara Tiko perlu mengumpulkan buk-

ti-bukti yang ada, maka pemeriksaan akan dilanjutkan

pada hari Selasa (16/7),” kata Kepala Satuan Reserse

Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta

Selatan AKBP Bintoro kepada wartawan di Jakarta,

Jumat (12/7).

Bintoro mengatakan hingga kini polisi telah memerik-

sa sebanyak sembilan orang saksi termasuk mantan istri

Tiko, AW. Pemeriksaan itu terkait Tiko sebagai direktur

yang menggunakan uang perusahaan di bidang

makanan dan minuman PT AAS dengan modal Rp 2 mili-

ar. ”Pemeriksaan ada 41 pertanyaan yang ditujukan

kepada saudara TP,” ujarnya.

Ke depan, Polres Metro Jakarta Selatan memberikan

peluang dengan menyediakan sarana mediasi bagi kedua

belah pihak. ”Dalam tujuan hukum bukan saja kepastian

keadilan tapi juga kemanfaatan dimana apabila berman-

faat bagi kedua belah pihak kami akan dukung,” ujarnya.

Sementara Tiko Pradipta Aryawardhana menegaskan

tak mau disangkutkan dengan nama istrinya, BCL ter-

kait dugaan kasus penggelapan uang senilai Rp 6,9 mi-

liar. ”Jadi, mohon jangan tulis BCL atau pakai fotonya

dia, di dalam pemberitaan masalah ini, terima kasih,”

katanya. (Ant/Has)-f

JAKARTA (KR) - Panitia Seleksi Calon Pimpinan

dan Dewan Pengawas (Pansel Capim dan Dewas)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pe-

serta yang mendaftar untuk capim KPK mencapai 106

orang dan dewas 84 orang, per Jumat (12/7) atau empat

hari menjelang ditutupnya pendaftaran.

”Siang ini (kemarin) sudah 106 capim KPK dan 84

dewas,” kata Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK

Yusuf Ateh, di Jakarta.

Meski tidak merinci nama-nama tersebut, Yusuf me-

nyatakan, pansel akan memberikan keterangan pers

terkait informasi terkini pendaftaran capim dan dewas

KPK periode 2024-2029 setelah pemeriksaan adminis-

trasi selesai. Adapun pendaftaran capim dan calon de-

was KPK dibuka selama 20 hari, yaitu sejak 26 Juni

hingga 15 Juli. 

Untuk mendaftar sebagai capim dan calon dewas

KPK, pendaftar harus terlebih dahulu membuat akun

di laman https://apel.setneg.go.id/.

Nantinya setelah melalui proses pendaftaran dan ta-

hapan seleksi lainnya, akan dipilih 10 nama capim dan

10 nama calon dewas KPK yang akan disampaikan

kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian

diteruskan ke DPR RI.

Dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Presiden

(Wapres) Ma’ruf Amin mengajak pihak-pihak yang me-

miliki keinginan untuk memperbaiki KPK agar segera

mendaftar sebagai calon pimpinan KPK periode 2024-

2029. ”Mengenai KPK, Saya harap kan banyak orang

yang ingin memperbaiki KPK. Pertama jangan hanya

berteriak-teriak, ya daftar saja,” kata Wapres.   (Ant)-f

”Nggak ada batasan di 17 Agustus,

masih belum (ada pembatasan pem-

belian BBM bersubsidi) ini kok,” kata

Arifin di Jakarta, Jumat (12/7).

Sebelumnya, wacana pembatasan

pembelian BBM bersubsidi diungkap-

kan oleh Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi Luhut

Binsar Pandjaitan. Menanggapi hal

itu, Arifin menegaskan belum ada

pembatasan pembelian BBM bersub-

sidi di Peringatan Hari Ulang Tahun

ke-79 Republik Indonesia (HUT RI).

Menteri ESDM mengatakan, pihak-

nya masih mempertajam data dan

kendaraan yang berhak menerima,

sehingga jika kebijakan itu diterap-

kan maka benar-benar tepat sasaran.

”Kita lagi mempertajam dulu, mem-

pertajam dulu datanya. Nggak ada

yang berubah, nggak ada yang naik.

Kita lagi mempertajam dulu ininya

(datanya), kita mempertajam dulu

datanya. Kita kan mau tepat sasaran,

(jadi) kita perdalam lagi (datanya),”

tegas Arifin.

Menteri ESDM menuturkan, saat

ini Pemerintah masih memproses re-

visi Peraturan Presiden (Perpres) No-

mor 191 Tahun 2014 tentang Penye-

diaan, Pendistribusian dan Harga

Jual Eceran BBM.

Ia menyebutkan, revisi Perpres itu

masih dalam pembahasan di tiga ke-

menterian yaitu Kementerian ESDM,

Kementerian Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) dan Kementerian

Keuangan (Kemenkeu). ”Ini mau diini

dulu (dibahas), masih di antara tiga

menteri, baru ke (Menteri) Pereko-

nomian,” ujarnya.

Skema pembatasan nantinya akan

diatur lebih lanjut melalui Peraturan

Menteri (Permen). Pada Permen ini

bakal diatur terkait jenis kendaraan

yang bisa menggunakan BBM subsi-

di. ”Ya nanti kan kita ajuin melalui

Permen, tapi kan memang harus te-

pat sasaran, mana yang memang

(harus terima), kendaraan jenis apa

yang  dapat. Kalau  yang komersial

nggak,” ujarnya.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut

Pandjaitan mengatakan, Pemerintah

menargetkan pengetatan penggunaan

subsidi bahan bakar minyak pada 17

Agustus, sehingga dapat mengurangi

jumlah penyaluran subsidi kepada

orang yang tidak berhak. Pernyataan

tersebut ia sampaikan ketika memba-

has permasalahan penggunaan BBM

yang berhubungan dengan defisit

APBN 2024. (Ant/San)-f

JAKARTA (KR) - Komisi Pemilihan

Umum (KPU) RI menyatakan, perbaikan

Sirekap untuk digunakan pada Pilkada

sudah sesuai hasil evaluasi penggunaan

di Pemilu 2024. Oleh karena itu, kata Plt

Ketua KPU Mochammad Afifuddin me-

mastikan penggunaan Sistem Informasi

Rekapitulasi (Sirekap) tak akan mem-

buat kegaduhan di tengah masyarakat.

Ia menegaskan, semangatnya adalah

sebenarnya tetap menggunakan dengan

beberapa perbaikan dan perubahan se-

suai kebutuhan. ”Catatannya, tidak

mengganggu atau tidak membuat ke-

bisingan di masyarakat atas Sirekap

yang kita pakai,” tutur Afifuddin di

Jakarta, Jumat (12/7).

Mengenai perbaikan Sirekap untuk di-

gunakan pada Pilkada, menurutnya, su-

dah sesuai hasil evaluasi penggunaan di

Pemilu 2024. Bahkan, perbaikan Sirekap

nantinya melalui sesi konsultasi dan

pembahasan bersama Komisi II DPR RI.

”Jadi, yang pasti ada perbaikan. Dalam

hal ini pasti juga ada semacam konsul-

tasi dan pembahasan bersama teman-te-

man Komisi II tentang evaluasi yang ke-

marin dan apa yang ideal kita lakukan di

periode pilkada ini,” papar Afifuddin.

Kendati dipaparkan demikian, ia me-

ngatakan, belum membahas hal itu se-

cara detail. Hal ini karena masih berfo-

kus menyiapkan beberapa peraturan

KPU (PKPU) dan aturan lainnya.

Pada  Rabu (29/5), anggota KPU RI

Betty Epsiloon Idroos menyatakan, akan

tetap menjadi penanggung jawab Si-

rekap pada Pilkada Serentak 2024. ”Ka-

lau penanggung jawab akhir (Sirekap)

untuk pemilu dan pilkada, tetap KPU

RI,” ujar Betty. 

Ia menambahkan, KPU juga yang me-

ngeluarkan kebijakan penggunaan Sire-

kap. Kendati demikian, KPU akan me-

nyampaikan ke Komisi II DPR RI terkait

dengan bentuk Sirekap yang akan digu-

nakan dalam Pilkada.

Persoalan lain yang disampaikan KPU

adalah mendorong calon anggota DPR

RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabu-

paten/Kota terpilih 2024 untuk menye-

rahkan Laporan Harta Kekayaan Pe-

nyelenggara Negara (LHKPN). Mocham-

mad Afifuddin mengatakan, pihaknya

sudah menyurati pihak terkait untuk

segera menyerahkan LHKPN mereka

lantaran masih ada yang belum mela-

porkan. (Ful)-d

JAKARTA (KR) - Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, belum ada pem-
batasan pembelian bakar bakar minyak (BBM) subsidi pa-
da 17 Agustus 2024.


